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PEMERINTAII KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGFLANG
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Memmbang :a.  bahwa dengan ditetapkannva Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997, tentung  Pujuk Daerah  dan Reinbusi Daerah,  Pujuk
Pembangunan | diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran. maka
Peraturan Dacrah Kotapradja Magclang Nomor 74 Tahun 1960

tentang  Mengadakan Menarik  Padjak Pembangunan perlu
disesuatkan:

b. bahwa untuk mclaksanakan maksud terscbut di  atas periu

menvusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak
Hotel dan Rt:':-_ilul'alll

Mengmgat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 lentang  Pembentukan
Daerah-dacrah Kota Keeil dalam Lingkungan Propinsi Jaw

a Iimur,
Jawa Tcngah dan Jawa Barat:

(g

{Indang-undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara
1’

idana (Lembaran Negara Tahun 198] Nomor 76 Tambahan
[.embaran Negara Nomor 3209):

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentan
Sengketa [D’ajak (Lembaran Negara Tahu
Tambahan .embaran Negara Nomor 3684)y:

g Badan Penvelesaian
n 1997 Nomor 40,

4. Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997 lentang Pajak Daerah dan

Retribust Daerah (Lembaran Negara I'ahun 1997 Nomor 4]
| ambahan Lembaran Negara Nomor 3685):; |

3. Undang-undang

-----
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5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang lcnﬂgﬁlﬂﬂ PH:L?
dengan Surat Paksa (Lembaran Ncgara Fahun 1997 Nomor ==,
lambahan | embaran Negara Nomor 3630
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lenwng_Pcr}lenn;a:laE
Daerah (l.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambaha
[Lembuaran Negara Nomor 3839).
7.  Undang-undang Nomor 25 ‘Tahun 1999 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan [Daerah ( Lembaran N:ﬁ:;ra
Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan [embaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(I.embaran Ncgara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan [Lcmbaran
Negara Nomor 3691 );

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Dacrah dan Peraturan Dacrah Perubahan:

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah:

11. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusy Daerah:

o

12. Keputusan Mentert Dalam Negent Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Krlena Wapb Puyjak yang Wapb Menyelenggarakan Pembukuan
dan lata Cara Pembukuan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeniksaan di1 Bidang Pajak Daerah:

14. Keputusan Mentent Dalam Negert Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistemn dan Proscdur Administrasi Pajak Dacrah. Retribusi Dacrah
dan Penenimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota M agelang
* =
MEMUTUSKAN :

Mcnctapkan : PERATURAN DAFRAH KOTA MAGEIANG

TENTANG PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN. ANG PAJAK

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan -
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Daerah adalah Kota Magelang :
Pemenntah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang :
Walikota adalah Walikota Magelang ¢

hinas  Pendapatan Daerah  vang selanjutnva  disingkat Dipenda adalah Dinas
‘cndapatan Dacrah Kota Magclang ;

Pepabat vang ditunjuk vang selanjuinya disebui Pejabat adalah pegawar yang diberi
tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku ;

Pajak Dacrah adalah iuran wajib vang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
Kepada Daerah tanpa imbalan langsung vang seimbang, vang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku, vang digunakan untuk
membiayvar penyelengparaan pemennlahan dacrah dan pembuangunan daerah .

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang mehputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer. perscroan lamnva, badan usaha milik ncgara atau dacrah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
vavasan atau organisasi vang sejenis, lembaca, dana pensiun. bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lamnva

Pajak llotel dan Restoran vang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah
atas pelavanan hotel dan restoran ©

Hotel adalah  bangunan vang khusus disediakan bagr orang untuk dapat
mengmapistirahat. memperoleh  peleyanan dan atae fasthlas lannva dengan
dipungut bavaran. tennasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki
oleh pithak vang sama, kecualt untuk pertokoan dan perkantoran ;

Restoran alau rumah makan adalah tempal menvantup makanan dan alau minuman
vang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau
katcring

Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan yang menvelenggarakan
nsaha hotel dan restoran untuk dan atas namanva sendir atau untuk dan atas nama
pihak lam vang menjadi tanggungannva .

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkat SPTPD. adalah surat
vang digunakan oleh Wapb Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembavaran
pajak vang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah -
Surat Setoran }"ujuk”Dut:r.uh. vang selamuinya disingkat SSPD. adalah surat vang
digunuakan oleh ’».‘u'qub Pajak untuk m-*..:lukuku'u pembayaian atau penvetoran pajak
vang terutang ke Kas Dacrah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota :
Surat Keletapan Pajak  Dacruh, yany .1LIut1jull_l};1 disingkai SKPD. adalah sural
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak vang terutang :

''''''
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0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar, yang selanjutnva disingkat SKPDKDB,
adalah surat kcputusan vang menentukan besarnyva jumlah pajak yang tcrutang,
jumiah kredit pajak. jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak. besarnya sanksi
admmstrasy dan pumlah vang masth harus dibavar .

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan. vang selanjutnyva disingkat
SKPDRBIT. adaluh surat keputusan vang menentukan (ambahan atas jumlah pajak
vang telah ditetapkan .

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar. vang selanjutnva disingkat SKPDLB.
adalah sural Keputusan vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumiah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
scharusnva terutang

r. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, vang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat keputusan vang menentukan jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak. atau pajak tidak terutang dan udak ada kredii pajak .

s. Surat Tagihan Pajak Daerah, vang selanjutnva disingkat STPD. adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrast berupa bunga dan atau denda .

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SURBJEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Ilotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di
hote! dan restoran.

2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan vang disediakan dengan pembayaran di hotel
dan restoran
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputs :

a. Fasihtas pengmapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. antara lain : gubuk
panwisala (colluge) molel, wisma panwisala, pesangerahan (hostel). losmen dan
rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas)
atau lchih vang menvediakan fasilitas scperti rumah penginapan ¢

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelavanan
cuci. setrika, taksi dan pengangkutan lainnya. vang disediakan atau dikelola
hotel .

c. [asilitas olah raga dan hiburan. antara lain Pusat Kebugaran (fitness center)

kolam renang, tems, golf, karaoke. pub. diskotik, vang disediakan atau dikeiola
hotel | )
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d Jasa PCTSCWAAN ruangan untuk kcgmlan acara atau pertemuan di hotel ;

]

S e - . _ e age
Penjnalan makanan dan atan mmuman di tecmpat vang discrtar dengan tasilitas
penyaniapannva.

Pasal 3

Dikecuahkan dan vbjek pajak adalah .

2. Penvewaan rumah atau kamar. apartemen dan fasihitas tempat tinggal lainnyva yang
tdak menvatu dengan hotel

D. Asrama dan pesantren -

¢. Fasilitas olah raga dan hiburan vang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh
bukan tamu hotel denpan pembavaran -

d  Pertokoan, perkantoran, perbankan. salon vang dipakai oleh umum di hotel ;

o

Pclavanan  penjalanan wisata  vang disclenggarakan olch hotcl dan dapat
dimanfaatkan oleh umum .

t  DPelavanan jasa boga . katenng :

J e

Pclavanan vang discdiakan olch restoran arau rumah makan vang peredarannva ndak
melebihi batas vang ditetapkan dengan Peraiuran Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pnbadi atau badan vang melakukan pembavaran atas
pelayanan hotel dan atan restoran

(23 Wapb Pajak adalah pengusaha holel dan alau restoran,
BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARITI PAJAK
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran vang dilakukan kepada hotel d
atau restoran

an

Pasal 6

Tanl Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepulub persen),

BAB IV
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BAB IV
WILAYAH PEFMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak vang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang

(2) Besarnva pajuk lerutang dihitung dengan  cara mengalikan Tanl® sebagaimiana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam

-

Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAIIUAN PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu vang lamanva diietapkan oleh Walikota
scbagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasul 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelavanan Jdi hotel dan restoran.

Pasal 1]

(1) Sctiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPI) sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dusi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh Wapb Pajak atau Kuasanva

(3) Bentuk, 1s1 dan tata cara pengisian SPTPD ditctapkan olch Walikota.

BAB VI
TATA CARA PERITITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Walikota
menctapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila .....
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(2) Apabila SKPD scbagaimana dimaksud pada avat (1) tidak atau kurang dibavar
sctelah fewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari scjak SKPD diterima. dikenakan
sankst administrasi berupa bunga sehesar 2“4 (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wapb Pajak yvang membavar sendin, SPTPD schagaimana dimaksud dalam Pasal 11
avat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendin vang terutang,

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun scsudah saat lcrutangnya pajak, Walikota dapat
menerbitkan

a. SKI’PDKB:
b. SKPDKRBT:
¢. SKIPPDN.

(3) SKI'DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau kelerangan lain pajak vang teruiang
tidak atau kurang dibavar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 "o (dua persen) scbulan dihitung dan pajak vang Kurang atau terlambat dibavar
untuk jangka waktu pahing lama 24 (dua puluh empat) buian dihitung sejak saat
lerulangnya pujuk,

b. Apabila SPIPD tdak disampaikan dalam jangka waktu vang ditentukan dan
iclah ditcgur scecara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga schesar
2 %o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnva pajak:

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak vang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksy admimstrasi berupa Kenaikan sebesar 25 %
(dua puluh hma persen) dan pokok pajak ditambah sankst administrasi berupa
bung: sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajuk vang kurang atau
terlambat dibavar untuk jangka waktu pahling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung scjak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurut b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data vang semula belum tecrunekap vang menvebabkan
pcnambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 %, (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak vang terutang sama besarnyva dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
lerutung dun tdak ada kredil pajuk.

(6) Apubila ...,
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(0) Apabila Kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan b tidak atau tidak scpenuhinya
dibavar dalam jangka waktu vang telah ditentukan. ditagih dengan menerhitkan
STPD ditambah dengan sankst admimstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan.

BAB Vil
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) l’t:nlhl}u}'umn quak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain vang ditunjuk oleh
Walkota sesua waktu vang ditentukan dalam SPTPD. SKPD. SKPDES. SKPDEBT
dan STPD.

(2) Apabila pembavaran pajak dilakukan di tempat lain vang ditunjuk. hasii pencrimaan
pajak harus disctor ke Kas Dacrah sclambat-lambatnva 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(3) Pempavaran pajak sehagaimana dimaksud pada avat (1} dan avat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Pembuyaran pajak harus difakukan sekahpus atau lunas.

(2) WahKkota dapat membenkan persctuyjuan Kepada Wanb Pajak untuk meneangsur
pajak ferutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan
sccara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga schesar 2 %4 (dua nersen )
sebulan dari jumlah pajak vang belum atau kurang dibavar,

(4) Wahkata dapat memberikan persetujuan kepada Waynb Pajak untuk menunda
pembavaran  pajak  sampar batas wakiu vang ditentukan  seielah  memenuhi
BT

persyaratan vang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 %y (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak vang belum atau Kurang dibavar,

(3) Persvaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembavaran serta tata cara
pembiayvaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan aval
(4). ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

(1) Setiap pembavaran pejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. |

E e -

(2) Bentuk .....

J
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(2) Bentuk. jenis, isi, ukuran tanda bukti pembavaran dan buku penerimaan pajak
scbagaimana dimaksud pada avat (1), ditctapkan olch Walikota.

BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAIAK
Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujul) harn sejak saat jatuh
tempo pembayvaran.

(2) Dalam jangka wakte 7 (twjuh) han setelah taneeal Surat Teguran atau Suerat
Perinzatan atau surat lamn vang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak vang
lerufany

(3) Surat lewuran, Surat Peringatan atau surat lain vang s¢jenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak vang masih harus dibavar tidak difunasi dalam jangka waktu
scbagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atzu Surat Permpatan atau surat lain
vang sejents, jumlah pajak vang harus dibavar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejubul menerbitkan Surat Puksa segera selelah lewat 21 (dea puluh satu) han sejuk
tanggal Surat Teguran atau Surat Penmgatan atau surat lain vang sejenis.

Pasal 19 -

Apabila pajak vang harus dibayar udak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali
dua puluh empat) jam sesudah tanggal pembenitahuan Surat Paksa. Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Pasal 20

Sciclah dilakukan penyitaan dan Wajnb Pajak belum juga mclunasi utang pajaknva,
setelah lewat 10 (sepuluh) han sejak tanggal pelaksanaan Surat Pernntah Melaksanakan
I*envitaan. I'ejabat mengajukan permintaan penetapan tangeal pelelangan kepada Kantor
l.elang Negara.

Pasal 21

Selelab Kuntor lelang Negura menclapkan har, langwal, jam dan tempal peluksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak

Pasal 22.....

i
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Pasal 22
sentuk. gcni:; dan is1 tormulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
dacrah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak. |

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak scbagaimana
dimaksud pada avat ( | ). ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENCURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib PPajak dapat -

a. Mcmbctulkan SKPD atau SKPDKE atau SKPDKBT atau STPD vyang dalam
penerbitannva terdapat kesalahan tulis. kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang tidak benar:

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sankst administrasi berupa bunga. denda dan
kenatkan  pagjak  vang  terutang  menurut  Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wanb
Pujuk utuu bukan Karena kesalahannya
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBET dan STPD
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Waiib
Pajak kepada Walikota, atau Pcjabat selambat-lambatnva 30 (tiga puluh) hari seiak
anggal diterima SKPD. SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan vang jelas. '
(3) “"H“k‘f‘ﬂ U“"“I Pejabat  paling IT"“_ 3_ ‘-EEEHJ bulan sejak  surat permohonan
sebagaunana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

(4) Apabila ... ..
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(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga’ bulan schapaimana dimaksud pada avat (3)
LY 1t Sakat Ui . 1. . : . “ulan
waltkota atau Pejabat udak memberikan Leputusan,  permehonan pcmbcetulan,

pembatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
admmstras: dianeeap dikabulkan.

BAR X1
KEBERATAN DAN BANDING
[*asal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Walikota atau [¢jabat atas
statu

a. SKPL)

b. SKFDKRBE.

¢. SKPDKBTI;

d. SKPDLB:

¢. SKPDN;

. Pemotongan  atau  pemungutan oleh  prhak  ketiga berdasarkun peraturan
perundang-undangan perpajakan vang perlaku.

(2) Permohonan keberatan sebapammuana dimabsud pada avat (1) harus disampaikan
cecara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tga) bulan sejak tanggal
SKPD. SKPDKBE. SKPDKRT. SKPDLE dan SKPDN ditcnma olch Wapnb Pajak.
atau tanzeal pemotonganpemungutan oleh pthak ketiga sebagaimana dimaksud pada
avat (1) denean alasan vang jelas. kecuali apabila Wajib I"ajak dapat menunjukkan
bahwa iun-;{]-:;t wakiu 1tu udak dapat dipenulu karena keadaan di luar Lekuasaannva.

(3} Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tneeal surat permohonan keberatan sebagaunana dimaksud pada avat (2) diterima,
sudali memberikan keputusan.

(4) Apabtla setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimuny dimaksud pada aval
(3) Walikota atau Pejabat udak membenkan Keputusan, penmohonan keberatan
;ij;mggﬂp di‘:nhtl”:ﬂn*

(5) Penwajuan keberatun sebagmimana dimaksud pada avat (1) tdak menunda kewajiban
membavar pajak.

Pasal 26

(1) Wayib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penvelesaian Sengke

| Ay 1 ta Pajak
dalam juaneka waktu 3 (hga) bulan setelsh ditenmunya keputusun keberatan :

(2) Pengajuan  Permohonan  banding  sebagammana dimaksud pada avat (1) tidak
menunda kewaynban membavar pajak, . aa

Pasal 27 .
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Pasal 27

:“\pahﬂ:_i pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding
sebavaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulban sebacian atau seluruhnya, kelebihan

pembavaran pajak dikemibahkan denzan ditamibal unbalan bunga sebesar 2 %o (dua
persen) sebulun untuk pahing lama 24 (dus pulubh empalt ) bulan

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28

(1) Wanb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembahan kelebthan pembavaran
pajak kepada Walikota alau Pejabal

(2) Wabhkota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak
ditcrimanva permohonan pengembahian kelebihan pembavyaran pajak schagaimana
dimaksud pada avat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apahila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilampaui. Walikota
atau Pcjabat tidak memberikan keputusan. permohenan pengembalian kclebthan
pembavaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
wak tu paling lama | (satue) bulan.

(4) Apabila Wapb Pajak mempunyal utang pajak lamnva. kelebthan pembavaran pajak
sebucuimany dimaksued pads wvat (2) langsung diperbitungkan untek melunas
terlebih dahulu utune pajak dimaksud.

(5) Penzembahan kelebthan pembavaran pajak dilakukan dalam waktu pahing lama 2
(dua) bulun sepak diterbitkannya SKPDLE dengan menerbilthan Sural Penntah

Membavar Kelebithan Pajak (SPMKP)

(63 Apabila pengembalian kclebihan pembavaran pajak dilakukan sctelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2 “u (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembavaran
kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebithan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnva.
schagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (4). pembavarannva dilakukan denean cara
pemindah bukuan dan buku pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembavaran.

BARB XII1

Scanned by TapScanner



13

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setclah nﬂmmﬂjmgkﬂwal;ﬂl:
5 (lima) tahun terhitung sqak saat terutangmya pajak. kecuali apabila Wajb P
melakukan tindak pidana c¢h bidang perpayakan daerah

(2) Kedaluwarsa penagihan paak sebagamana dimaksud pada aya (1) tertangguh
apabhla -

a Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau, |
b. Ada pengakuan utang pajak dan Wajib P:gakbmkmﬂlmmﬂﬂm“dﬂk

langsung,
BAB X1V

KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33
(1) Pejabat Pegawa Negen Sipil tertentu di hingkungan Pemenntah Dacrah diben
wewenang khusus sebaga Pemyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
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(2) Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
a. Mcnenma, mencan, mengumpulkan dan menchiti ketcrangan  atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
b. Menehiti. mencan dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribady atau
badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

prdana perpajakan dacrah tersebut:

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak prdana dv brdang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lam berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

¢. Melakukan  penggeledaban  untuk  mendapatkan  bahan bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti 1erschur

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidane perpajakan daerah:

2. Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerniksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa scbavannana dinaksud pada hurul e

h. Memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah,

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa sebagai tersangka
atau saksy

1. Menghentikan penvidikan;

k. Melukukun tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan tinduk prdany

di bidang perpajukan daerabn menurut hukum vang dapat  dipertangeune
jawabkan.

(3) Penvidik  schagmimana  dimaksud  pada  aval (1) membentahukan dlﬂlll]dlﬂ\.d

penyidikan dan menyampatkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 1CI'ITHI'}E
[lukum Acara Pidana.

BAB XVI
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum  diatur dalam  Peraturan Dacrah

Ini, s . : -
pelaksanaannva diatur lebih lanjut oleh Walikota. >tpanjang  mcengenai

Pasal 35 .
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’asal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah Kotapradja
Mugt:iang Nomor 74 Tahun 1960 tentang Mengadakan Menank Padjak Pembangunan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah imt dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Marct 2000

WALIKOTA MAGELANG

NP

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 11 Naret 2000

LEMBARAN DAERAII KOTA MAGELANG
TAHUN 2000 NOMCR 4
SERI A NO 1
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PENJELASAN ATAS

[

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

- . —— i T e W, . T . s T

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah , Pajak Pembangunan [ diubah memjach Pajak Hotel
dan Restoran. Sehingga Peraturan Daerah Kotapraja Magelang Nomor 74 Tahun
1960 tentang Mengadakan Menank Padjak Pembangunan perlu disesuakan lag
matennya

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana tersebut diatas periu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - Pasal it memuat pengertian 1stlah yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian
istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah tafsir dan salah pengerian dalam memahamu dan
bak warga masyarakal maupun aparatur dalam
menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan
lancar dan dapat dicapan tertib admunistrasi penmingutan
Payak Daerah

Pasal 1 s/d Pasal 3 huruf f : Cukup jelas

Pasal 3 huruf g : Walikota akan menetapkan batasan peredaran yang
disechakan oleh restoran atau rumah makan

Pasal 4 s/d Pasal 30 + Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1)dan (2) : Yang dimaksud dmdummgdjmw
adalah dokumen yang dipersamakan dengan SPTPD
yaitu berupa nota penjualan untuk restoran dan nota
pembayaran untuk hotel

Pasal 32s/d Pasal 36 : Cukup jelas
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